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Abstract: The existence of marriage at a young age caused by the request of parents in the district of Muara Bangkahulu
into a phenomenon that wanted to be examined by the author. What is the underlying cause of underage marriage due
to parents’ requests in Muara Bangkahulu Subdistrict and  how Islamic law’s view of marriage at a young age caused by
parental demand is a matter of concentration. This research is field research using descriptive analytic method. The results
of this study indicate that the cause of marriage at a young age caused by the demand of parents in Muara Bangkahulu
District is due to economic factors, socio-cultural and parents’ concerns about the negative impact of globalization. While
the view of Islamic law against marriage at a young age because the request of parents is to allow parents to ask their
children to marry even though still at a young age as long as there is a clear reason and not harm the child.
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Abstrak: Adanya pernikahan di usia muda yang disebabkan oleh permintaan orang tua di kecamatan Muara Bangkahulu
menjadi sebuah fenomena yang ingin diteliti oleh  penulis. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di
bawah umur karena permintaan orang  tua di Kecamatan Muara Bangkahulu dan bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap pernikahan di usia muda yang disebabkan oleh permintaan orang tua, adalah masalah yang menjadi konsentrasi
penulis. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang menggunakan metode desktiptif analitik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di usia muda yang disebabkan oleh permintaan orang tua di
Kecamatan Muara Bangkahulu adalah karena faktor ekonomi, sosial budaya dan kekhawatiran orang tua terhadap dampak
negatif dari globalisasi. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di usia muda karena permintaan orang
tua adalah memperbolehkan orang tua meminta anaknya untuk menikah walaupun masih di usia muda selama ada
alasan yang jelas serta tidak merugikan anak.
Kata kunci: Pernikahan dini, Perkawinan
Pendahuluan
Status perkawinan/pernikahan di Bengkulu
sangat mengkhawatirkan terhadap pembangunan
keluarga. Pasalnya peristiwa nikah di bawah umur
masih sangat tinggi dibandingkan dengan daerah
lain di Indonesia. Bengkulu mendapat peringkat
ke enam besar dalam peristiwa nikah usia muda,
hal itu terjadi pada kelompok umur 10-14 tahun
sebesar 6,3 persen angka tersebut jauh lebih
tinggi dari rata-rata Nasional yang hanya 4,8
persen. Setelah Provinsi Bengkulu pernikahan di
bawah umuryang lebih tinggi terdapat di Provinsi
Kalimantan Selatan sebesar 9 persen, Jawa Barat
7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah masing-masing sebesar 7 persen.1
Kepala Perwakilan Badan Kepedndudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
mengatakan bahwa penyebab pernikahan di
bawah umuratau perkawinan usia remaja akibat
beberapa faktor. Berdasarkan pendapat para
ahli pernikahan di bawah umurdisebabkan
faktor ekonomi, pendidikan dan diri sendiri,
pemahaman kesehatan produksi, budaya dan
faktor lingkungan/orang tua.
Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki
dan perempuan pada kenyataannya merupakan
sudut penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan
perkawinan adalah hukum yang paling penting
dan paling jauh jangkauannya dibandingkan
hukum sosial lainnya2.
1 Koran Rakyat Bengkulu, Rabu tanggal 17 Juli 2013, h. 7
2 Abu al-A’la al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman
Perkawinan Dalam Islam, alih bahasa Alwiyah, Cet ke-3 ( Jakarta:
239
240 | QIYAS Vol. 2, No. 2, Oktober 2017
Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan
berarti telah melaksanakan sunnah Nabi,
sedangkan menyendiri dengan tidak kawin
adalah menyalahi sunnah Nabi. Rasulullah SAW
juga telah memerintahkan agar orang-orang
segera melaksanakan perkawinan, karena akan
memelihara diri dari perbuatan yang dilarang
Allah3. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis
Nabi.
جوﻒﻠﯾﺰــــــ ﺗ ةءلابا ﻢــﻨﻜﻣ عﺖطاسا ﻢــ ﻧ بﺶــﺑالاعﺮــﺷميا
ءاجو ﮫـﻟ هنفا مصولبا ﻒــــ ﻌﻠﯿھ ﻲــــﺴﺘﻄﻋ ﻞﻣ نمو
“Hai para pemuda apabila telah cukup usia
untuk menikah, maka menikahlah, apabila belum
mampu maka berpuasalah karena itu lebih baik
bagimu”4
Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai
beberapa sifat, seperti: tidak dapat dilangsungkan
tanpa persetujuan pihak-pihak yang ber-
kepentingan, mengikat hak dan kewajiban,
sedangkan ketentuan-ketentuan dalam per-
setujuan itu dapat diubah sesuai perjanjian
masing-masing.
Pernikahan merupakan akad yang meng-
halalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya
hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan
yang bukan mahram.5
Perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan
pernikahan itu, agama menentukan unsur-unsur
yang menurut istilah hukumnya disebut rukun
dan masing-masing rukun memerlukan syarat
sahnya pernikahan. Dalam fiqh dinyatakan sah
jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan
syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan
oleh hukum Islam. Adapun syarat sah nikah
adalah Calon mempelai laki-laki dan perempuan,
Saksi, Wali, Mahar, Ijab dan Qabul.6
Keberadaan wali sebagai salah satu syarat
sahnya pernikahan didasarkan kepada sabda
Nabi SAW:
لعد ىدهاشو ﻲــ ﻟوب ﻻ ا حاكن ﻻ
“Tidak ada pernikahan (sah) kecuali dengan
wali dan dua orang saksi yang adil”7
Dalam suatu pernikahan, perempuan tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus
menyerahkannya kepada pihak walinya, kecuali
perempuan tersebut janda, bahkan seorang
ayah berhak memaksa anak perempuannya
meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas
pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal
dengan istilah wali mujbir, wali yang mempunyai
hak memaksa.8
Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum
bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Dalam
masyarakat pun sering dipercaya secara turun
temurun dan menjadi ajaran di luar keagaman,
jodoh laki-laki di tangan Tuhan dan jodoh
perempuan di tangan orang tua.9
Kecamatan Muara Bangkahulu adalah salah
satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang
ada di dalam Kota Bengkulu. Kecamatan ini
mempunyai luas wilayah 2.932,6 KM yang terdiri
dari tujuh kelurahan serta terdiri dari 103 RT
dan 27 RW.10 Pernikahan di Kecamatan Muara
Bangkahulu sering kali terjadi karena dijodohkan
oleh orang tuanya. Dari hasil observasi yang
dilakukan penulis tentang pernikahan di bawah
umurdengan paksa Tahun 2012, banyak dijumpai
para orang tua menikahkan anaknya pada usia
dini yaitu di usia 13-16 tahun bagi perempuan
dan 16-21 tahun bagi para lelaki, apalagi setelah
terjadi kehamilam diluar nikah secara sah.
Sebagian besar mereka menikah karena suatu
perjodohan yang dilakukan orang tua. Rata-rata
mereka menikah setelah lulus dari SMP atau
maksimal SMA bagi para perempuan dan bagi
para lelaki.11
Faktor ekonomi termasuk faktor utama
mengapa orang tua memaksa anaknya untuk
menikah, menikah di usia dini kemudian menjadi
kebiasaan, hal dilakukan secara turun temurun.
Darul Ulum Press, 1994 ), h. 2
3 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang
Perkawinan, Cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang , 1993 ), h. 5-8
4 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari,
al-Jami’ as-Sahih (Beirut: Dâr al- Fikr,t.t.), VI: 143, Hadis Nomor
4677, “Kitab an-Nikah”, “Bab Qaul an-Nabi man Istata’a Minkum”,
hadis dari Umar bin Hafs dari ayahnya A’masy dengan sanad yang
Sahih
5 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet. Ke-34 (Bandung: Sinar
Baru Algesindo, 2002), h. 374.
6 Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta PT. Dana Bakti
Wakaf, 1995), h. 38.
7 Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmizdi, al-Jâmi’
as-Shahih (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.), II: 280, hadis No. 1020, “Kitab
an-Nikah”, “Bab  Ma Ja’ala Nikaha illa Biwaliyyin”, riwayat dari
Ali bin Hajr dari Syarik bin Abdillah dari Abi Ishak, dengan sanad
yang sahih.
8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan,
h. 100.
9 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas
Wacana Agama dan Jender (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 78.
10 Buku Profil Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2012, h. 10
11 Syahmul Basil, wawancara pada tanggal 17 Juni 2013
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Perkembangan zaman yang semakin maju,
pergaulan remaja semakin bebas juga terjadi
di Kecamatan Muara Bangkahulu. Canggihnya
alat informasi dan komunikasi yang semakin
tersebar seperti televise, telephone/Handphone,
Player Disc, CD dan sebagainya, mengakibatkan
lancarnya komunikasi diantara anak-anak yang
masih dibawah umur.
Pasal 7 UU No.1 /1974 juga menyebutkan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak
laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita
mencapai 16 tahun. Sementara yang terjadi di
Kecamatan Muara Bangkahulu, pernikahan di
bawah umur masih banyak terjadi. Pada tahun
2012 pernikahan di bawah umuryang terjadi di
Kecamatan Muara Bangkahulu 20 kasus. Yang
menarik dari masyarakat Kecamatan Muara
Bangkahulu adalah perkawinan dini di daerah
tersebut bisa bertahan lama walaupun kadang-
kadang ada konflik itupun bisa diatasi dengan
musyawarah keluarga antara suami istri, mertua
dengan bantuan tokoh masyarakat. Maka ini
menjadi salah satu kelebihan bahwa walaupun
mereka menikah di usia dini tapi mereka dapat
menjaga keutuhan keluarga.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di
atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan
di usia muda karena permintaan orang tua
di Kecamatan Muara Bangkahulu?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam
terhadap pernikahan di usia muda karena
permintaan orang tua?
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan
(Field Research )yaitu melakukan penelitian
langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian
untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan
praktek, sedang obyek dalam penelitian ini adalah
pernikahan di bawah umurserta alasan-alasan yang
digunakan oleh penduduk dalam pelaksanaan
pernikahan di bawah umurdi Muara Bangkahulu.
Landasan Teori
1. Pengertian Pernikahan
Pada prinsipnya, pernikahan adalah akad untuk
menghalalkan hubungan serta membatasi hak
dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki
dan perempuan dimana antara keduanya bukan
muhrim. Istilah Pernikahan berasal dari kata nikah
yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan,
dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).12
Sedangkan dalam bahasa Indonesia perkawinan
berasal dari kata kawin yang menurut bahasa
artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.13
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal
dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya
membentuk keluarga dengan lawan jenis; me-
lakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.14
Pengertian perkawinan menurut istilah ilmu fiqh
sering memakai lafaz “nikah” dan “ziwaj”. Menurut
bahasa, nikah dapat mengandung makna haqiqi,
yaitu “dam”, yang artinya menghimpit, menindih,
atau berkumpul, dapat pula mengandung makna
majazi, yaitu: “wala”, yang berarti bersetubuh
atau ‘aqad (mengadakan perjanjian pernikahan).15
2. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1
tahun 1974
Menurut Undang-undang No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa
perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.16
3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(BW)
Pengertian dasar perkawinan menurut BW
adalah menganut pengertian dasar perkawinan
barat (perdata), artinya menurut BW suatu
perkawinan adalah sah jika telah dilangsungkan
berdasarkan ketentuan Undang-undang dan telah
memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh
Undang-undang. Hal ini terbukti dari isi pasal 26
yang berbunyi: Undang-undang memandang soal
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan
perdatanya.17
12 Muhammad bin Ismail Al-kahlaniy Subul Al-salam.
(Bandung: Dahlan t.t.) jilid 3 h 109.
13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Op. Cit. h 456.
14 Dep Dikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka 1994) cet. Ke- 3 h. 456.
15 Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan
Cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang 1993) h.1.
16 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Bab I Pasal 2 ayat (2).
17 Sution Usman Adji S.H. Kawin lari dan kawin antar agama
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4. Pernikahan Dibawah Umur
Orang yang akan menikah, menurut hukum
di Indonesia harus memenuhi batas umur
minimal. Seorang calon mempelai yang akan
melangsungkan pernikahan dan belum mencapai
umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua.18
Di Indonesia pernikahan di bawah umur 15-
20% dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya
pernikahan di bawah umur dilakukan pada
pasangan muda yang rata-rata umurnya 18, 19
dan 20 tahun. Secara nasional, pernikahan di
bawah umur dengan usia pengantin di bawah
usia 16 tahun sebanyak 26,9%.19
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa pernikahan di bawah umur adalah
pernikahan yang dilakukan oleh perempuan
yang berumur di bawah 19 tahun, dan laki-laki
yang berumur di bawah 20 tahun. Pasangan
muda pernikahan di bawah umur harus diberikan
pembekalan yang memadai tentang norma-norma
berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya
malu dan pemahaman agama. Selain itu harus
ditunjukkan tentang luhurnya sebuah pernikahan.
Pemahaman tersebut menurut Djuariah Utja20
berupa:
a. Dari aspek syariah agama, pernikahan akan
menjauhkan setiap insan manusia dari
perbuatan dan tindakan yang diharamkan
agama.
b. Pernikahan bisa menghindarkan diri serta
tidak terjerumus dalam perbuatan hina dan
nista.
c. Dari aspek sosial, pernikahan akan memberikan
ketenteraman hidup. Bisa terhindar dari
pergunjingan, fitnah maupun sanksi sosial
masyarakat.
d. Dari segi kesehatan, lewat pernikahan
akan terhindar dari pergaulan bebas yang
menyesatkan serta dapat menyalurkan ke-
butuhan biologisnya secara sehat.
e. Dari segi hukum, jika pernikahan tersebut
membuahkan keturunan maka secara hukum
akan melindungi hak-haknya.
Pernikahan di bawah umur memberikan
(Yogyakarta: Liberty 2002) h 126.
18 Sudarsono Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka
Cipta 2005) h. 41.
19 Jalu, Banyak Cara Menyiapkan Anak Menjadi Dewasa
(makalah Online) diakses 18 Juni 2013 dari http://www.pikiranrakyat.
com/cetak/0804/08/hikmah/lainnya04.htm.
20 Jalu, Banyak Cara.. diakses tanggal 18 Juni 2013
pendapat yang berbeda-beda kepada orang lain,
ada yang setuju dan ada yang tidak. Dalam
agama Islam, pernikahan di bawah umur
tidak dilarang, karena hal ini dapat mencegah
perzinaan. Pernikahan di bawah umur memiliki
kerugian dan keuntungan.
Kerugian Pernikahan Dibawah Umur
Kerugian pernikahan di bawah umur akan
lebih dirasakan oleh wanita. Moh. Jusuf Hanafiah
menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan
UUP yang menetapkan batas umur kawin 16
tahun untuk wanita, dapat menimbulkan kerugian
sebagai berikut:21
1. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang
mengalami masa pubertas, yaitu masa
peralihan dari anak-anak menjadi dewasa.
Pada usia ini seorang wanita belum siap fisik
dan mentalnya menjadi ibu rumah tangga.
2. Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti
wanita tersebut paling tinggi baru tamat
SLTP atau sederajat. Pendidikan pada
wanita mempengaruhi beberapa hal, di
antaranya pendidikan anak-anak dan
keberhasilan program keluarga berencana
serta kependudukan.
3. Kawin usia muda berarti memberi peluang
kepada wanita belasan tahun untuk hamil
dengan resiko tinggi.
4. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang
kesempatan reproduksi.
5. Kawin pada usia muda merupakan faktor
predis posisi untuk KLR (Kanker Leher
Rahim).
Pembahasan
Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah
Umur Karena Paksaan Orang Tua di Kecamatan
Muara Bangkahulu.
Dari hasil observasi penulis di Kecamatan
Muara Bangkahulu, tercatat ada 179 perkawinan
pada tahun 2012, dari 179 perkawinan itu, 23
diantaranya menikah pada usia di bawah standar
pemerintah, dalam pernikahan di bawah umur
tersebut, perempuan yang lebih banyak menikah
di bawah umur, bahkan rata-rata perempuan itu
menikah pada usia 14-15 tahun. Dalam penulisan
tesis ini, penulis mewawancarai 10 informan.
Melalui gambaran umum Kecamatan, dapat
21 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum.. h. 175.
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dilihat bahwa penduduk Kecamatan Muara
Bangkahulu hidup dalam berbagai latar belakang
pendidikan dan ekonomi, ada yang kaya dan ada
yang miskin. Namun. sebagian besar penduduk
hidup dalam himpitan ekonomi, karena mata
pencarian yang tidak tetap. Ada yang hanya
sebagai Ibu rumah tangga, ada juga yang
berprofesi sebagai pembantu rumah tangga,
petani, nelayan, kuli bangunan dan lain-lain. Krisis
yang semakin menguat serta rendahnya upah
dalam bekerja menyebabkan angka kemiskinan
itu perlahan-lahan semakin meningkat, maka
dengan menikahkan anak perempuan, walaupun
masih di bawah umur, menjadi salah satu cara
untuk mengurangi beban keluarga. Ketika beban
hidup itu semakin menghimpit dan kebutuhan
semakin meningkat serta harga-harga bahan-
bahan pokok melambung tinggi harganya,
maka sebagian orang tua di Kecamatan Muara
Bangkahulu mencari cara agar beban yang mereka
tanggung bisa sedikit berkurang. Bagi penduduk
yang memiliki anak perempuan, menikahkannya
merupakan salah satu cara untuk mengurangi
beban mereka. Alasan ekonomi menjadi salah
satu faktor utama yang menyebabkan orang tua
di Kecamatan Muara Bangkahulu menikahkan
anaknya. Hal ini diperkuat dengan hasil
wawancara penulis kepada informan: “ya jelas
karena faktor ekonomi. Anak saya banyak dan
makan untuk satu hari aja sangat sulit. Jadi
kalau anak saya sudah menikah, otomatis beban
keluarga kami berkurang. Dan kemungkinan
mereka bisa membantu kami kalau mereka
mendapatkan rezeki yang lebih”22
Dapat dilihat dari tabel 4.6 yang merupakan
hasil wawancara dengan para informan bahwa
ketika menikah, usia yang tercatat dalam buku
nikah bukanlah usia mereka yang sebenarnya,
usia tersebut merupakan perubahan yang di-
lakukan oleh Perangkat di tingkat Kelurahan
maupun KUA Kecamatan. Ini dilakukan ketika
anak akan dinikahkan, orang tua mengajukan
permohonan pembuatan surat keterangan
domisili/KTP dengan cara mengubah umur
mereka menjadi lebih tua beberapa tahun dari
usia sebenarnya, sehingga memenuhi syarat usia
menikah menurut undang-undang pemerintah.
Masyarakat lebih memilih untuk menempuh cara
ini daripada harus mengajukan surat permohonan
dispensasi nikah dari pengadilan agama.
22 Wawancara dengan Orang Tua dari Sufiyati tanggal 15 Juli
2013
Menurut salah satu informan23, Aparat
pemerintahan Kelurahan, Kecamatan dan pihak
KUA memberikan kemudahan dalam pengajuan
pembuatan surat keterangan domisili/KTP dan
tidak mewajibkan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku tentang usia boleh menikah bagi
anak, jadi masyarakat dan aparat pemerintahan
secara keseluruhan di Kecamatan Muara
Bangkahulu sengaja mengabaikan Undang-undang
No 1 tentang perkawinan tahun 1974 pasal 7
mengenai permohonan dispensasi pengadilan
bagi pasangan yang menikah di bawah umur.
Selain faktor diatas ada beberapa faktor lain
yang menyebabkan orang tua memaksa anaknya
yang masih di bawah umur untuk menikah, yaitu:
1. Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap
anaknya.
2. Faktor sosial budaya.
3. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap
dampak negative dari kemajuan tehnologi.
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara
kepada salah satu orang tua informan: “Faktor-
faktor terjadinya kawin paksa diantaranya adalah:
adanya keinginan orang tua untuk menyambung
silaturahmi dengan kerabatnya, agar hartanya
tidak jatuh di tangan orang lain, adanya hutang
budi kepada orang lain, dan lain-lain.”24
Pada umumnya ketika seorang gadis sudah
menginjak usia 14- 15 tahun sebagian orang
tuanya di Kecamatan Muara Bangkahulu sudah
mempunyai rencana hendak menikahkan anak
gadisnya itu. Ketika orang tua sudah punya
rencana untuk menjodohkan anaknya, maka
yang pertama dilihat adalah saudaranya apakah
bisa diajak besanan atau tidak, kalau tidak bisa di
ajak besanan maka akan mencari teman terdekat
dari orang tua tersebut,25 kalau belum dapat
juga, maka bisa dijodohkan dengan tetangganya,
tapi ada juga anak sendiri yang mencari jodoh
untuknya.
Perjodohan tersebut bisa dilakukan dengan
cara menawarkan langsung atau dengan cara
menunggu, umumnya penduduk Kecamatan
Muara Bangkahulu lebih senang kalau anaknya
menikah dengan saudara jauhnya atau teman
orang tua, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan
mereka tetap bersambung dan tidak putus, bagi
23 Wawancara dengan Hambali pada tanggal 13 Juni 2013
24 Wawancara dengan Ibu Mardalena tanggal 18 Juli 2013
25 Wawancara dengan bapak Suhud Kelurahan Pematang
Gubenur tanggal 14 juni 2013.
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orang tua yang menjodohkan anaknya dengan
teman orang tuanya tujuan menjodohkan adalah
biar tali silaturrahmi semakin akrab dan tidak
sebatas teman tapi harus lebih dekat (besan).
Seorang anak di Kecamatan Muara Bangkahulu
yang dijodohkan oleh orang tuanya sebagian
ada yang menerima, sebagian menunda atau
memerlukan beberapa waktu untuk memutuskan.
Kalau anaknya setuju maka akan langsung
lamaran, tapi bagi yang menolak maka orang
tua akan berusaha untuk meyakinkan supaya
anaknya menerima perjodohan tersebut, kalau
perlu di beri imbalan kalau anaknya setuju untuk
dijodohkan dengan pilihan orang tua.26
Walaupun ketika dijodohkan ada sebagian yang
belum siap dan belum tumbuh perasaan cinta,
namun penduduk Kecamatan Muara Bangkahulu
punya cara tersendiri untuk meyakinkan agar si
anak mau dan  ternyata memang benar sebagian
pasangan yang menikah dengan sangat terpaksa
namun pada akhirnya pernikahan dapat dijalani
dengan baik dan berlangsung cukup lama.
Setelah mempertimbangkan alasan-alasan orang
tua dan anak menerima perjodohan tersebut
maka akhirnya mereka segera dinikahkan agar
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta
masing-masing orang tua jadi tentram.
Walaupun pernikahan mereka karena di-
jodohkan dan sebagian ada yang merasa
terpaksa, namun mereka menjalaninya dengan
rasa  tanggung jawab. Perselisihan pendapat dan
pertengkaran dapat terjadi  pada setiap keluarga,
karena di dalamnya berkumpul dua manusia,
suami istri yang tentu saja memiliki sifat yang
berbeda. Apalagi jika salah  satu pasangan suami
istri ada yang masih di bawah umur, secara
emosional dan psikis belum bisa mengendalikan
egonya dengan baik dan benar, sehingga kadang-
kadang terjadi percekcokan gara-gara masalah
yang sepele.
Dari wawancara yang telah dilakukan, di-
dapat informasi bahwa perempuan atau istri
lebih banyak mengalah untuk menyelesaikan
masalah, karena dalam tradisi di Kecamatan
Muara Bangkahulu sangat tabu bagi seorang
istri melawan suami walaupun kadang-kadang
suami yang memulainya. Istri mempunyai tugas
mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan
rumah tangga, jadi wajar jika ada masalah maka
istri harus mengalah, namun ada juga sebagian
suami yang mengalah dengan alasan kasihan
terhadap istrinya.27
Adapun sebab-sebab timbulnya perselisihan
dalam pernikahan, yaitu:
1. Masing-masing pihak (suami dan isteri) masih
mempertahankan egonya.
2. Kenakalan anak.
3. Masalah dengan orang tua.
4. Masalah dengan tetangga.
5. Kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga
Meskipun pernikahan mereka terjadi karena
terpaksa karena faktor ekonomi juga karena
faktor yang lain, namun mereka menjalaninya
dengan penuh tanggung jawab serta tidak
semua masalah berujung dengan perceraian,
masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya
dengan penuh kesadaran, dan  angka perceraian
penduduk yang menikah di bawah umur juga
sangat rendah sekali.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan di
bawah umur karena Paksaan di Kecamatan Muara
Bangkahulu
Telah banyak dalil-dalil baik dalam al-Qur’an
maupun hadits dan fakta-fakta yang menunjukkan
pengharamannya dalam islam yang mana telah
dijelaskan oleh Rasulullah SAW baik secara Qawli
maupun Fi’ly sebagai bantahan terhadap aturan-
aturan yang ada pada zaman jahiliyah berupa
diskriminasi terhadap wanita dalam masalah
pernikahan, sehingga Rasulullah menetapkan
suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak
seorang wanita dalam menentukan pasangan
hidupnya, serta membatalkan hukum suatu
perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan
keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam
hal ini adalah seorang ayah.
1. Al-Qur’an
Secara umum dalam Al-Qur’an tidak di-
sebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar
(kawin paksa), akan tetapi hanya menyebutkan
beberapa ayat yang menjelaskan tentang
problem pemecahan dalam keluarga pada
masa Nabi dan itupun merupakan respon pada
masa itu. Di dalam Al-Qur’an, secara eksplisit
digamabarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek
dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan
26 Wawancara dengan Sahrul Kelurahan Pematang Gubernur
tanggal 15 Juni 2013.
27 Wawancara dengan Burhanuddin Kelurahan Pematang
Gubernur tgl 14 Juni 2013.
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nikah terhadap perempuannya, yang perempuan
tersebut tidak menyutujui atau perempuan
tersebut mau menikah dengan laki-laki yang
dicintainya sementara seorang wali enggan
atau tidak mau menikahkannya. Dalam QS. Al
Baqarah/2: 232 dijelaskan:
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu
habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu
(para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih
baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui”.
Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan
sikap Ma’qal ibnu Yasr yang enggan atau tidak
mau menikahkan saudara perempuannya dengan
laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan alasan
dulu laki-laki yang menikah saudara perempuan
itu telah menceraikannya, sekarang ingin kembali
menikahinya. Namun setelah mendengar adanya
perintah Nabi untuk tidak menolaknya, Ma’qol
ibn Yasar kemudian membuat akad baru.28
Dalam riwayat Abu Muslim al-Khaji dari jalan
Mubarak ibn at-Tudalah dari hasan, “kemudian
Ma’qal mendengar perintah itu lalu menjawab,
saya mendengar dan taat kepada perintah
tuhan kemudian mengundang calon suami lalu
menikahkannya”.
Karena itu penafsiran ayat diatas, diantaranya:
1) Khitab diperuntukkan kepada para wali (ayah,
kakek, saudara lakilaki) untuk tidak menolak
untuk menikahkan perempuan yang dibawah
perwaliannya. Dari hal ini, jelas bahwa
keberadaan wali nikah pada maa Nabi adalah
memang ada dan eksis. Sehingga perkawinan
tanpa wali tidak dibenarkan.
2) Khitab tersebut diperuntukkan kepada ma-
syarakat umum.
3) Enggan menikahkan atau sebaliknya me-
maksakan kehendak dengan paksaan adalah
tidak diperbolehkan.
4) Membolehkan perempuan untuk menikah
sendiri dan seorangpun tidak boleh menolak-
nya asal ada kebaikan di masa depannya.29
28 Ibn Hajar al-Asqalani Fath al-Bahri cet.  IX ( Mathba’ah as-
Salafiyyah t.t.) h. 93-94
29 Abdurrahman Al-jaziri Fiqh ala Madzhab Arba’ah....... h: 76
2. Hadis
Diantara tujuan perkawinan ialah untuk mem-
bina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta
dan kasih sayang, dan diridhoi Allah. Tujuan ini
akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah
saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan
perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam
bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan
diantara pihak-pihak yang akan kawin.Karena
pihak wanita tidak langsung melaksanakan
“ijab”, maka agama mensyaratkan adanya izin
dan persetujuan dari seorang wanita sebelum
dilaksanakan perkawinannya.30
Rasulullah SAW bersabda
لاق معلص ﻰـــ ﺑنا نا ةريرهابا ن أ ةملس بىا ﻊــﻧ
ركلبالاو مر اتست ﺢـــ ﺗ ميلاا حكنتﻻ
“Tidak boleh dinikahkan orang yang tidak
mempunyai jodoh hingga dimintakan perintahnya
dan tidak pula gadis hingga dimintakan izin
(nya). Mereka berkata: ya Rasulullah, bagaimana
tanda izinnya? Jawab Rasulullah SAW “diam”.
(HR. Bukhari dan Muslim).
3. Pendapat Ulama
1) Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hambali
berpendapat jika wanita yang baligh dan
berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan
tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada
keduanya, wali tidak boleh mengawinkan
wanita janda itu tanpa persetujuannya.
Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh me-
ngawinkan dirinya tanpa restu wali.31
Madzhab syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan
sang wali hendaknya bukan untuk menjadi
sebuah tindakan memaksakan kehendaknya
sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan,
tanpa memperhatikan asas kerelaan sang
anak.32
2) Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai
pendapat lain, mereka menetapkan: ayah
tidak boleh memaksa anak putri yang sudah
dewasa untuk menikah dengan seseorang,
ayah atau wali wajib merundingkan mas’alah
30 Muchtar kamal Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan
(jakarta: Bulan Bintang 1974) h. 93
31 M. Jawad Mughniyah Fiqih  Lima Madzhab (Jakarta: PT.
Lentera Basritama) Cet. IV h. 345
32 Muhiyiddin Abdush-Shomad dkk Umat Bertanya Ulama
Menjawab Seputar    Karir Pernikahan dan Keluarga (jakrta:
Rahima 2008) h. 115
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perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau
putrinya itu mau maka akad nikanya sah,
tetapai kalau putrinya tidak mau maka tidak
sah akad nikah itu.33
Abu Hanifah menerangkan, bahwa ayah
atau wali berhak membantah kemauan anak
putrinya untuk menikah dengan seeorang
yang disenganinya, kalau ada salah satu dari
dua faktor penghalang, yaitu:
a. Calon suami itu tidak sekufu, dalam
madzhab abu hanifah masalah sekufu luas
cakupannya, meliputi: kebangsawananan,
pekerjaan, dan kedudukan ayah dan nenek
moyang, dan factor-faktor yang lain.
b. Calon suami tidak mampu untk membayar
mahar yang sama dengan mahar kaum
keluarga putri itu. Kalua seorang akan
menikah dengan seseorang yang akan
membayar mahar kurang dari mahar ibunya
dan kakaknya, maka ayah atau wal berhak
membatalkan perkawinan itu dengan alsan
bahwa mereka merasa dihina.34
3) Ulama Imamiyah
Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa
seorang wanita baligh dan berakal sehat,
disebabkan kebalighan dan kematangannya
itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk
trnsaksi dan bentuk sebagianya, termasuk juga
perkawinan, baik dia masih perawan maupun
janda, baik punya ayah, kakek dan anggota
keluarga lainnya,maupun tidak, drestuin
atau tidak, baik dari kalangan bangsawan
maupun rakyat jelata, kawin dengan orang
yang memiliki kelas tinggi maupun rendah,
tanpa ada seorangpun betapapun ktinggi
kedudukannya yang berhak melarangnya.
Ia mempunyai hak yang sama persis kaum
lelaki.35 Mereka berargumen dengan firman
Allah surat Al- Baqoroh ayat 232 dan hadits
Nabi Saw yang artinya “orang lajang (ayim)
lebih berhak atas diri mereka dari pada
walinya”.
Selain berpegang pada teks Al-Qur’an dan
Hadits di atas, para pengikut Imamiyah juga
berpegang pada argumen rasional. Rasio me-
netapakan bahwa setiap orang mempunyai
kebebasan penuh dalam bertindak. Tidak ada
33 Musthafa As-siba’y Wanita Dintara Hukum Islam dan
Perundang-Undangan (Jakarta: Bintang Bulan 1977) h. 90
34 Ibid, h.91.
35 M. Jawad Mughniyah Fiqih  Lima Madzhab (Jakarta: PT.
Lentera Basritama) Cet.IV h.346.
seorangpun baik yang memiliki hubungan
kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang
punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibn al-
Qoyim mengatakan “bagaimana mungkin seorang
ayah dapat mengawinkan anak perempuannya
dengan orang yang ia kehendaki sendiri,
padahal anaknya itu sangat tidak menyukai
pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula.
Akan tetapi ia masih memaksanya juga dengan
menjadikannya sebagai tawanan suaminya”.36
Menurut Wahbah Dzuhaili mengutip pendapat
ulama madzhab fiqih beliau mengatakan “adalah
tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai
tanpa kerelaan keduanya, jika salah satunya
dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman
membunuh, memukul atau menjarahkan
misalnya, maka perkawinan tersebut menjadi
fasad”.37
Eksistensi perwalian dalam Islam memiliki
dasar hukum yang sangat jelas dan kuat. Hal
ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk
perhatian sekaligus penghormatan yang tinggi dari
ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan.
Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya
mereka tidak menikahkan wanita-wanita Islam
kepada orang-orang musyrik. Hadist Rasul men-
jelaskan bahwa:
لعد يدهاشو ﻲــﻟوب ﻻ ا حاكن ﻻ
“Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang
adil dan dua saksi yang adil.”
Hadis ini mengandung dua penafsiran, yaitu:
1. subtansi hukum syari’ah, karena subtansi yang
ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian
(pernikahan) yang dilakukan tanpa wali tidak
sesuai dengan hukum syari’ah.
2. keabsahan hukum, maka suatu pernikahan
yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal.
Secara umum dalam Al-Qur’an tidak di-
sebutkan dengan jelas tentang persoalan ijbar
(nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan
beberapa ayat yang mennjelaskan tentang
problem pemecahan dalam keluarga pada masa
Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi
pada masa itu. Karena memang dalam al-Qur’an
hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip
umum yang terkandung di dalamnya.
Sebagai salah satu bentuk perwalian yang
36 Ibid h. 436
37 Wahbah Dzuhaili Al-fiqh Al-islami Wa-adilatuhu 1997 juz IX
h. 6685-6686
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dikenal dalam khazanah hukum Islam, wali
mujbir menjadi salah satu pilihan yang dapat
diterapkan dalam beberapa kasus yang sesuai.
Secara definitif, wali mujbir atau yang disebut
sebagai al-Wilayah al-Ijbariyah merupakan
orang yang mempunyai wewenang secara
langsung untuk menikahkan orang yang dibawah
perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.
Definisi wali mujbir di atas dapat memunculkan
pemahaman bahwa wali mujbir identik dengan
kawin paksa, yaitu praktek menjodohkan anak
perempuan dengan orang lain dengan tanpa
memperhatikan keinginan dan kesediaan anak
perempuan. Padahal dalam tataran normatifnya,
praktek wali mujbir identik tidak dapat disamakan
dengan kawin paksa. Hal tersebut sejalan dengan
penjelasan Al-Kasani dalam Abdai as-San’ani
seperti yang dikutib oleh Muhammad Husein
yang membedakan antara definisi ikrah dan ijbar.
Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang
untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan ijbar
adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu
atas dasar rasa tanggung jawab.
Pemahaman akan makna ijbar tersebut
dapat memberikan batas yang jelas antara
wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir
lebih merupakan wujud kekuasan seorang ayah
terhadap seorang perempuan untuk menikah
dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan
memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak
memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan
hanyalah hak menikahkan.
Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung
jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan
tersebut belum atau  tidak memiliki kemampuan
bertindak sendiri. sehingga dalam pengertian
ini, hak ijbar seorang ayah terhadap putrinya
harus dikaitkan dengan beberapa persyaratan,
antara lain:
a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan
itu terhadap laki-laki calon suaminya.
b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan
itu terhadap ayahnya.
c. Calon suami haruslah sekufu (setara/
sebanding).
d. Mas kawin (mahar) harus tidak kurang dari
mahr mitsil, yakni mas kawin perempuan
lain yang setara.
e. Calon suami diduga tidak akan melakukan
perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti
hati perempuan itu.
Jika mengacu pada ketentuan di atas, maka
secara normatif tujuan dari praktek wali mujbir
ini juga memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk
memberikan arahan kepada anak perempuan
dalam memilih pasangan hidup.
Secara umum dalam al-Qur’an, tidak di-
sebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar,
akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat
yang menjelaskan tentang problem pemecahan
dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan
respon yang terjadi pada masa itu. Karena
memang dalam al- Qur’an hanyalah menjelaskan
tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung
di dalamnya.
Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang
menjadi jawaban atas rumusan masalah yang
diangkat yaitu:
Faktor Penyebab pernikahan di usia muda
karena permintaan orang tua di Kecamatan Muara
Bangkahulu adalah, Faktor ekonomi, Faktor sosial
budaya masyarakat, Faktor kekhawatiran orang
tua terhadap dampak negatif dari globalisasi,.
Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di
bawah umur karena permintaan orang tua adalah
memperbolehkan permintaan itu dengan catatan
untuk kebaikan anak dan tidak merugikannya.
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